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dicetak oleh :
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* Isi dari buku ini di luar tanggung jawab percetakan.
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KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  KETAHANAN  NASIONAL 

NOMOR  170 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL, 
 
 

Menimbang     : a. Bahwa Rencana Aksi Nasional Bela Negara sebagaimana tertuang 
dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 2018, dilaksanakan dengan 
berpedoman kepada modul yang disusun dan ditetapkan oleh 
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;  

b. Bahwa untuk itu, perlu disusun dan ditetapkan Modul Utama 
Pembinaan Bela Negara; 
 

 
Mengingat    : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan 

Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan 
Nasional; 

 
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi 

Nasional Bela Negara Tahun 2018 - 2019; 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA. 

 
 

KESATU : Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara terdiri dari: 
A. Modul I Konsepsi Bela Negara,  
B. Modul II Implementasi Bela Negara 
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KEDUA : Buku Modul Utama tersebut adalah satu rangkaian yang saling terkait, 
dengan materi bersifat umum yang wajib disampaikan kepada peserta 
dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara dan aksi gerakan 
bela negara.  
 

 

KETIGA : 
 
 
 
KEEMPAT       : 

Buku Modul Utama ini merupakan referensi utama bagi seluruh 
Kementerian dan Lembaga dalam menyusun Modul Khusus sesuai tugas, 
fungsi dan kekhasan masing-masing. 
 
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian 
hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. 
 
 

 

 
 
 

Ditetapkan di    Jakarta 
Pada tanggal    7  Desember 2018                                        

 

 

 

 

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL 

 

 
DONI MONARDO 
LETNAN JENDERAL TNI 
 

         

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
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KATA PENGANTAR 

 
 
Bismillaahirrahmaanirrahiim, 
 
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi 

wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita sekalian, 

Om Swastyastu, Namo Buddhaya. 

 
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 
 
Hampir 2 (dua) dekade bangsa kita menapaki abad ke-21, 

yang dipenuhi oleh perkembangan teknologi canggih dan pergeseran-pergeseran 

lingkungan strategis global antara lain: kutub geopolitik, geoekonomi, dan kekuatan 

militer dunia. Pergeseran ini telah menimbulkan dinamika ancaman baru yang bersifat 

multidimensional, dimana tidak lagi hanya ancaman militer namun juga ancaman 

nonmiliter. Mencermati hal di atas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden 

(Inpres) No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-

2019 yang mengamanatkan kepada segenap Kementerian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara secara lebih 

sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. 

 

Menindak lanjuti hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 

(Setjen Wantannas) telah menyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara yang 

terdiri dari  Modul I Konsepsi Bela Negara dan Modul II Implementasi Bela Negara.  

Modul Utama tersebut dimaksudkan untuk menyediakan rujukan utama dalam rangka 

Aksi Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh seluruh Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyelenggara perlu 

menerjemahkan konsep dan model yang termuat di dalam modul utama tersebut 
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menjadi Modul Khusus dan Program Aksi Implementatif sesuai bidang tugas dan 

fungsi masing-masing. 

 

Dengan demikian, Aksi Nasional Bela Negara tidak hanya dilaksanakan melalui 

Program Pendidikan dan Pelatihan, tetapi juga menjangkau sampai pada tataran aksi 

gerakan implementatif yang menjadi program kerja di seluruh Kementerian, Lembaga 

dan Pemerintah Daerah. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan Aksi Nasional 

Bela Negara memiliki ruang lingkup yang holistik dan menjadi tanggung jawab seluruh 

elemen bangsa dan negara, guna mengantisipasi ancaman multidimensional yang 

meliputi bidang Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup, 

Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, dan Militer. 

 

Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada segenap jajaran Kementerian, Lembaga, para akademisi, dunia usaha, 

komponen masyarakat, media, dan personel Setjen Wantannas yang tergabung di 

dalam Tim Penyusun Modul, serta semua pihak yang mendukung dirampungkannya 

Modul Utama Pembinaan Bela Negara ini. Saya harapkan buku Modul Utama ini juga 

memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa  untuk bersama-sama membina dan 

mewujudkan kesadaran, semangat serta kemampuan bela negara dalam rangka 

membangun Ketahanan Nasional.  

 
Aksi Nasional Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Terima Kasih. 
 
Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh 

Salam Damai Sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om 

Salam Bela Negara  

 
 

Jakarta, 7 Desember 2018 

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL 
 
 
 
DONI MONARDO 
LETNAN JENDERAL  
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ABSTRAKSI 
 

Modul Implementasi sebagai bagian kedua dari Modul Utama ini disusun dengan 

pertimbangan mendasar bahwa sistematika konsep-konsep yang melatari Nilai-Nilai 

Dasar Bela Negara bukanlah hal yang cukup mudah untuk dipahami, meskipun Modul 

Utama I Konsepsi Bela Negara sudah diupayakan semengalir dan seringkas mungkin. 

Langkah selanjutnya yaitu menjembatani sistematika konsep Nilai-Nilai Dasar Bela 

Negara dengan amanat regulasi juga tidaklah terlalu sederhana. Tidak banyak yang 

memiliki cukup keluangan untuk memahami gambaran besar dari sebuah produk 

regulasi, terutama jika dilengkapi berlembar-lembar lampiran seperti Inpres No. 7 

Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. 

Secara umum, Modul II Implementasi Bela Negara ini berisikan prinsip pokok 

penerapan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, serta panduan-panduan untuk 

mengejawantahkannya dalam program-program aplikatif berdasarkan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda 

untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman faktual maupun potensial di tiap-tiap 

gatra Wawasan Nusantara.  

Adapun tujuan spesifik yang akan dicapai dengan adanya Modul Implementasi 

ini adalah: 1) membantu pengguna Modul Utama I (Modul Konsepsi) untuk 

menerjemahkan esensi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara ke dalam penyusunan Modul 

Khusus dan bentuk-bentuk aksi bela negara dengan rumusan sederhana yang 

aplikatif serta mudah dipahami, dan; 2) menjaga kesesuaian antara aksi yang akan 

dibuat dengan substansi Modul Konsepsi dan pola umum Inpres No. 7 Tahun 2018. 

Kesemuanya akan diwujudkan dengan menyajikan: 

1. Penjelasan teknis tentang pendefinisian Bela Negara secara yuridis, Bela 

Negara sebagai Kesadaran dalam Menghadapi Segala Ancaman, Gangguan, 

Hambatan, dan Tantangan (AGHT), Penggenapan Nilai-Nilai Dasar Bela 

Negara, dan Definisi Aksi Nasional Bela Negara; 

2. Penegasan hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menyusun Modul 

Khusus maupun program aksi, yang meliputi ulasan singkat mengenai sifat-sifat 

dari Modul Utama, pokok-pokok amanat yuridis yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun Modul Khusus maupun program aksi, penjelasan tentang model 

Pentahelix sebagai kerangka pelibatan segenap elemen masyarakat dalam Aksi 

Nasional Bela Negara, dan ilustrasi mengenai penyusunan rumusan program 
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aksi yang sederhana dan efektif, keseimbangan substansi dan kemasan terkait 

dengan generasi milenial, kelompok difabel, revolusi industry 4.0, dan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs), serta 

contoh untuk menghindari reduplikasi dan tumpang tindih program; 

3. Penjelasan mengenai persepsi ancaman faktual dan potensial pada tiap-tiap 

gatra Wawasan Nusantara yang terbagi lagi menjadi ancaman militer dan non-

militer, dilengkapi dengan penjelasan awal mengenai klasifikasi AGHT, serta; 

4. Contoh-contoh aksi aplikatif sesuai Inpres No. 7 Tahun 2018 yang diharapkan 

mewakili dinamika perkembangan lingkungan strategis untuk menjadi gambaran 

bagi K/L dan Pemda dalam merumuskan Program Aksi Nasional Bela Negara 

sesuai tugas serta fungsi masing-masing. 
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I. DEFINISI BELA NEGARA DAN AKSI NASIONAL BELA NEGARA 
Dalam bagian ini akan dipaparkan penjelasan teknis tentang pendefinisian 

Bela Negara secara yuridis, Bela Negara sebagai Kesadaran dalam Menghadapi 

Segala Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), 

Penggenapan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, dan Definisi Aksi Nasional Bela 

Negara. 

 

A. DEFINISI BELA NEGARA 

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela 

Negara” adalah “sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh 

kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan negara”. Upaya bela negara, selain 

sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi 

setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, 

tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan 

bangsa. 

Oleh karena itu, secara definisi Bela Negara sendiri sebenarnya 

merupakan:  

1. Jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara;  

2. Kewajiban dasar manusia; dan  

3. Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan 

penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam 

pengabdian kepada negara dan bangsa, yang ketika diwujudkan 

dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan 

kehormatan tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara”. 

 

B. BELA NEGARA SEBAGAI KESADARAN MENGHADAPI SEGALA 
AGHT 

Amanat Tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara 2015, 

19 Desember 2015 menegaskan bahwa Republik Indonesia bisa berdiri 

i
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tegak sebagai negara bangsa yang berdaulat tidak lepas dari semangat 

bela negara dari seluruh kekuatan rakyat, mulai dari prajurit TNI, petani, 

pedagang kecil, nelayan, ulama, santri dan elemen rakyat yang lain. 

Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara 

tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam amanat tersebut 

dijelaskan beragam ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh Bangsa 

Indonesia, mulai dari tantangan dalam mengelola kemajemukan, 

gelombang perdagangan bebas dan tekanan integrasi ekonomi regional, 

hingga penguasaan akses sumber daya maritim, energi dan pangan, serta 

tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan. 

Inpres No. 7 Tahun 2018, selaras dengan Amanat Tertulis Presiden 

RI Pada Peringatan Hari Bela Negara tersebut, menunjukkan bahwa bela 

negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait 

sektor pertahanan keamanan hingga sosial budaya. Adapun tujuan dari 

penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka menyelaraskan 

dan memantapkan Upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, 

terstruktur, terstandardisasi, dan masif. Ditegaskan dalam Inpres tersebut, 

pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dapat 

mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018, dengan demikian merupakan 

penegasan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman 

hingga tantangan mulai dari ranah pertahanan keamanan, mengelola 

kemajemukan, hingga tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan 

ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara bangsa. 

Selain itu, kehadiran Inpres No. 7 Tahun 2018 juga merupakan penegasan 

kebijakan bahwa Bela Negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di 

berbagai bidang kehidupan masing-masing. Sebagaimana telah dibahas 

sebelumnya, hal ini sangat selaras dengan amanat Pasal 68 UU No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar segenap warga negara 

dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta 

dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Dalam hal ini, nampak bahwa Inpres No. 7 Tahun 2018 menggenapi 

pemaknaan upaya bela negara dalam kaitannya dengan kedaulatan 

bangsa dan negara yaitu hak untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan 

negaranya sendiri. Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya 

dimaknai dalam bidang pertahanan keamanan, wilayah, dan politik, namun 

juga di segenap bidang kehidupan nasional, mencakup hubungan 

internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, 

hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga IPTEK. Secara hakiki, dengan 

demikian Bela Negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap 
Bangsa dan Warga Negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, 
dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam Ancaman, 
Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang ketika diwujudkan 

dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan 

tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara” atau yang oleh Inpres No. 

7 Tahun 2018 dipertegas sebagai “Aksi Nasional Bela Negara”. 

 

C. PENGGENAPAN NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA 
Mengacu kepada kerangka berpikir Visi Kemerdekaan yang tertuang 

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu mewujudkan Negara yang 

Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur, maka Aksi Nasional Bela 

Negara mengamanatkan adanya kesadaran akan anugerah kemerdekaan. 

Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari kekuasaan senjata dan politik 

bangsa lain, namun juga harus dimaknai sebagai tekad untuk menentukan 

nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri menuju kemakmuran dan 

keadilan. Aksi Nasional Bela Negara juga mengamanatkan keharusan 

bersatu dalam wadah Bangsa dan Negara Indonesia sebagai prasyarat 

bela negara yang tidak bisa ditolak. 

Pada intinya, kemerdekaan dan persatuan adalah asumsi dasar yang 

tidak boleh dipertanyakan lagi dalam konteks bela negara. Sementara yang 

masih menjadi tugas jangka panjang adalah kedaulatan, kemakmuran, dan 

keadilan. Kegagalan menegakkan kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan 

dipastikan akan menghancurkan dasar kemerdekaan dan persatuan yang 

telah dimiliki negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya 
“Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur” 
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sebagai penggenap dan penegas bagi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara 
yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga, NILAI-NILAI DASAR 

BELA NEGARA secara utuh terdiri dari:  

1. Kecintaan kepada Tanah Air;  

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;  

3. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara;  

4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara;  

5. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik;  

6. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur 

 

D. DEFINISI AKSI NASIONAL BELA NEGARA 
Dengan mengacu kepada segenap pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka selain sebagai perwujudan kesadaran (jiwa, 

kewajiban, dan kehormatan Bangsa dan Warga Negara Indonesia), Aksi 

Nasional Bela Negara memiliki elemen-elemen pemaknaan yang 

mencakup: 1) rangkaian upaya-upaya bela negara; 2) guna menghadapi 

segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan; 3) dalam 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, 4) yang 

diselenggarakan secara selaras, mantap, sistematis, terstruktur, 

terstandardisasi, dan massif; 5) dengan mengikutsertakan peran 

masyarakat dan pelaku usaha; 6) di segenap aspek kehidupan nasional; 7) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 8) serta didasari oleh 

Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai 

penggenap Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, 9) yang dilandasi oleh keinsafan 

akan anugerah kemerdekaan, dan; 10) keharusan bersatu dalam wadah 

Bangsa dan Negara Indonesia, serta; 11) tekad untuk menentukan nasib 

nusa, bangsa, dan negaranya sendiri. 

Mengalir dari segenap pembahasan yang telah dilakukan, maka 

sebagai sebuah prasaran yuridis dalam susunan yang lebih ringkas, Aksi 

Nasional Bela Negara dapat didefinisikan sebagai sinergi perwujudan 

kesadaran segenap elemen masyarakat, bangsa, dan negara guna 
mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan 
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tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk 
mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. 

 
II. POKOK-POKOK PENYUSUNAN MODUL KHUSUS DAN PROGRAM AKSI  

Bagian ini berisikan penegasan mengenai hal-hal pokok yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun Modul Khusus maupun program aksi. Adapun 

pembahasan akan diawali dengan mengulas kembali secara singkat mengenai 

sifat-sifat dari Modul Utama. Kemudian akan dijelaskan secara singkat mengenai 

pokok-pokok amanat yuridis yang perlu diperhatikan dalam menyusun Modul 

Khusus maupun program aksi, dan dilanjutkan kepada penjelasan tentang model 

Pentahelix sebagai kerangka pelibatan segenap elemen masyarakat dalam Aksi 

Nasional Bela Negara. Selanjutnya, akan disertakan ilustrasi mengenai 

penyusunan rumusan program aksi yang sederhana dan efektif serta 

keseimbangan antara substansi dan kemasan, dan terkahir tentang prasaran 

untuk menghindari reduplikasi program dan aksi. 

 
A. SIFAT MODUL UTAMA 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Modul Utama I (Modul 

Konsepsi), bahwa dalam melaksanakan program pembinaan Luar Bela 

negara yang terstandarisasi, Modul Utama ini merupakan satu 
rangkaian yang saling terkait, dengan materi bersifat umum yang 
wajib disampaikan kepada peserta dalam kegiatan internalisasi nilai-
nilai dasar bela negara dalam rangka pembangunan kesadaran bela 

negara. Dari segi substansi, Modul Utama merupakan modul sinergi yang 

bermuatan irisan materi lintas sektoral/disiplin dan berlaku sebagai 

referensi utama dan pertama bagi K/L dan Pemda dalam menyusun Modul 

Khusus. Modul Khusus merupakan penajaman daya implementasi Modul 

Utama I (Modul Konsepsi). Oleh karena itu, Modul II Implementasi Bela 

Negara hadir sebagai panduan dalam menjembatani Modul I Konsepsi 

Bela Negara bagi K/L dan Pemda guna menyusun Modul Khusus dan 

program aksi sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing 

K/L, dan bagi Pemda sesuai kekhasan daerah masing-masing. 
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B. AMANAT YURIDIS 
Inpres No. 7 tahun 2018 mengamanatkan setiap K/L dan Pemda 

untuk melaksanakan program-program Aksi Nasional Bela Negara 
yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsinya masing-
masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup 
seluruh segmentasi masyarakat. Selain merujuk kepada amanat Bela 

Negara dalam UUD NRI 1945 yaitu pada BAB X tentang Warga Negara 

dan Penduduk di dalam Pasal 27 Ayat (3), serta Penjelasan Pasal 9 Ayat 

(1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sifat aplikatif ini 

merujuk kepada daya implementasi program Aksi Nasional Bela Negara 

agar dapat memenuhi amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia dimana segenap warga negara dengan beragam 
kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 9 Ayat (2) huruf d UU No. 3 Tahun 

2002 juga menegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya 

bela negara, diselenggarakan antara lain melalui pengabdian sesuai 

dengan profesi. Hal ini menegaskan bahwa bela negara tidak hanya 

diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar 

kemiliteran, dan pengabdian sebagai prajurit semata. Maka sejatinya, kata 

"melalui" dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengabdian sesuai 

dengan profesi pun merupakan saluran keikutsertaan warga negara dalam 

upaya bela negara. 

Dalam konteks generasi muda yang saat ini menjadi elemen dominan 

kependudukan negara kita, Pasal 8 Ayat (7) huruf a UU No. 40 Tahun 2009 

tentang Kepemudaan bahkan mengamanatkan Bela Negara sebagai 

bentuk Pelayanan Kepemudaan. Adapun bentuk pelayanan kepemudaan 

yang lain dalam Pasal 8 tersebut yaitu kompetisi dan apresiasi pemuda, 

peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan 

keahlian yang dimiliki, dan pemberian kesempatan yang sama untuk 

berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh wadah berekspresi, 

beraktivitas, dan berorganisasi bagi pemuda adalah Gerakan Pramuka. 
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Gerakan Pramuka secara yuridis pernah diamanatkan sebagai salah 

satu tahap awal Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Hal tersebut dahulu 

diatur melalui UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Saat ini Gerakan 

Pramuka diatur melalui UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 

Di dalam UU tersebut diamanatkan bahwa Nilai kepramukaan mencakup 

kecintaan pada tanah air dan bangsa, sementara itu rela menolong dan 

tabah menjadi salah satu Dasa Darma Pramuka. Dinyatakan pula dalam 

bagian penjelasan bahwa UU tentang Gerakan Pramuka disusun dengan 

maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat 

perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Kesemuanya jelas merupakan 

bagian pokok dari Nilai-Nilai Dasar Bela Negara yang menunjukkan 

relevansi Gerakan Pramuka dengan Aksi Nasional Bela Negara. 

 
C. MODEL PENTAHELIX 

Secara ideal, segenap segmentasi masyarakat sebagaimana 

diamanatkan dalam Inpres No. 7 tahun 2018 dapat mengikuti model 
Pentahelix yang melibatkan elemen Government (G), Academics (A), 
Business (B), Community (C), dan Media (M) atau disingkat GABCM 

yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Pemerintah, 
Dunia Pendidikan, Dunia Usaha, Komponen Masyarakat, dan Media.1 

Dalam Aksi Nasional Bela Negara, elemen Pemerintah (G) terdiri dari 

K/L dan Pemda. Elemen Dunia Pendidikan (A) berasal dari kalangan 

akademik seperti sekolah, perguruan tinggi, dan Lembaga penelitian. 

Elemen Dunia Usaha (B) terdiri dari aneka bentuk badan usaha. Elemen 

Komponen Masyarakat (C) mewakili wadah kemasyarakatan seperti 

Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

serta tokoh-tokoh masyarakat sendiri baik formal maupun informal dari 

kalangan agama hingga pemuda. Elemen media (M) dewasa ini tidak 

hanya diwakili oleh media cetak dan elektronik seperti koran, majalah, 

televisi, dan radio, namun juga melibatkan media daring/online, media 

                                                           
1 Dewan Ketahanan Nasional, 2018; Sinergitas Antar Lembaga Merupakan Solusi Bagi Peningkatan Ketahanan 
Nasional (Materi Paparan Sesjen Dewan Ketahanan Nasional di Kemendagri tanggal 17 Oktober 2018), Jakarta 
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warga seperti blog dan YouTube, serta media sosial seperti Facebook,

Twitter, dan Instagram.

Harapan dari penggunaan model Pentahelix ini adalah terbangun 

sebuah sinergi yang utuh antara pendekatan kesejahteraan 
(prosperity) dan keamanan (security) atau dalam bahasa yang lebih 

sederhana, Johann Georg Ritter von Zimmermann (1728-1795), seorang 

filsuf dari Swiss, menyampaikan bahwa “hunger is the mother of 
impatience and anger” yang berarti "Lapar adalah ibu dari ketidaksabaran 

dan kemarahan". Adapun sasaran pokoknya adalah mengantisipasi dan 

mengatasi perubahan spektrum ancaman nyata dan potensial yang 
sangat multidimensi dan saling terkait.

Visualisasi Sinergi Pentahelix dalam Aksi Nasional Bela Negara

Penggunaan model Pentahelix ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan rasa kebersamaan segenap Bangsa dan warga negara 

melalui Aksi Nasional Bela Negara. Dalam praktiknya hal ini merupakan 

smart power sebagai perwujudan aksi Bela Negara yang berbasis 

antropologi budaya dan kearifan lokal melalui penerapan skill, strategy, 

system, dan structure dalam mencapai target yaitu kemakmuran rakyat.

Demikian pula kebutuhan sumber daya dari Aksi Nasional Bela Negara 

dapat dipenuhi secara gotong royong oleh segenap masyarakat Indonesia 

yang kesemuanya mendapatkan peran dalam Aksi Nasional Bela Negara.
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D. KESEDERHANAAN RUMUSAN DAN EFEKTIFITAS AKSI 

Terdapat beragam rumusan yang dapat dijadikan contoh program 

aksi Bela Negara yang telah dilakukan pemerintah maupun anggota 

masyarakat sebagai berikut; Kemenkopolhukam antara lain menekankan 

implementasi nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan para pemimpin di 

setiap strata kehidupan, Kemendagri mengoptimalkan pengembangan dan 

perbaikan kinerja demokrasi serta mengembangkan dan melaksanakan 

model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan 

sesuai dengan kearifan lokal, Ada pula yang berupaya untuk menjadikan 

wawasan kebangsaan sebagai cara berpikir dalam menghadapi berbagai 

masalah bangsa, serta mengaktualisasikan demokrasi Pancasila dalam 

penyelenggaraan sistem pemerintahan pada setiap tahap dan tingkat 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Namun demikian, rumusan-rumusan di atas masih juga kerap 
dianggap terlalu konseptual dan cukup sulit dicerna oleh masyarakat 
luas sehingga diperlukan contoh yang lebih aplikatif dan membumi. 
Sebagai ilustrasi, dapat diangkat sebuah contoh tentang aksi bela negara 

untuk memperkokoh ketahanan pangan. Untuk tujuan tersebut, sagu 

sebagai contoh makanan pokok di Papua dapat menjadi pelengkap 

makanan pokok bagi masyarakat di luar Papua sehingga mengurangi 

ketergantungan terhadap beras secara nasional. Selain itu, program ini pun 

dapat makin meningkatkan keeratan hubungan antar sesama warga 

Bangsa Indonesia melalui pengenalan khazanah tataboganya. Program 

aksi dalam contoh di atas dapat dirumuskan secara sederhana misalkan 

sebagai “Peningkatan Produksi Sagu sebagai Makanan Pokok 
Alternatif”. Adapun penggunaan rumusan seperti “mendorong 
intensifikasi produksi varietas pangan pokok lokal guna mendukung 
diversifikasi pangan nasional”, sebaiknya dihindari meskipun tidak 
salah secara konseptual. Bahkan dalam penerapan aksi di lapangan, bila 

perlu dapat dirumuskan semacam slogan yang lebih sederhana dan 

memikat seperti “Sagu untuk Bangsa”. 
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E. KESEIMBANGAN SUBSTANSI DAN KEMASAN 
Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa kepada generasi muda 

merupakan tugas yang harus diemban oleh segenap elemen Bangsa 

Indonesia selama-lamanya. Di dalam tugas tersebut terdapat kewajiban 

untuk menyeimbangkan antara keaslian nilai dan substansi dengan 

kemasan yang dapat diterima oleh target audiensi yang beragam sesuai 

perkembangan jaman. Namun secara umum, memaksakan pola dogmatis 

dan doktriner atas nama kesakralan nilai hanya akan menuai hasil yang 

kontra-produktif. Sebaliknya mengikuti selera jaman tanpa pertimbangan 

yang matang dipastikan akan menghancurkan esensi Nilai-Nilai Luhur 

Bangsa itu sendiri. 

Hal ini juga penting bagi komponen masyarakat Indonesia yang 

memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, sebagai contoh kelompok 

difabel, agar beragam kelebihan mereka tetap dapat memberikan 

sumbangsih bagi Aksi Nasional Bela Negara.  Secara harfiah, difabel 

adalah kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris ‘different ability’ atau 

‘differently able’ yang merujuk kepada orang yang berkemampuan berbeda 

dari orang ‘normal’ pada umumnya. Istilah ini digunakan untuk merubah 

pola pikir masyarakat umum terhadap para penyandang cacat, yang 

selama ini dianggap memiliki banyak kekurangan/kelemahan.  Pada 

kenyataannya, banyak dari kalangan difabel ini yang memiliki kemampuan, 

keahlian, semangat, motivasi, kreatifitas dan inovasi yang luar biasa di 

berbagai bidang dan kerap melebihi kemampuan orang-orang yang disebut 

‘normal’.  Salah satu ciri utama kelompok difabel yang dapat disinergikan 

dalam Aksi Nasional Bela Negara adalah semangat juang pantang 

menyerah yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat luas. 

Fenomena lain, dominannya generasi muda dalam komposisi 

kependudukan negara kita dikenal sebagai kondisi Bonus Demografi, yaitu 

ketika jumlah penduduk dengan usia produktif melebihi jumlah penduduk 

dengan usia ketergantungan (anak dan lanjut usia). Periode bonus 

demografi Indonesia diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2045 

ketika Indonesia memasuki era Indonesia Emas. Periode tersebut dengan 

demikian merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk 

meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan lebih banyaknya 
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jumlah penduduk usia produktif daripada jumlah penduduk pada usia 

ketergantungan. Namun di sisi lain, bonus demografi dapat menjadi 

musibah demografi ketika penduduk usia produktif ini tidak berkepribadian 

baik, serta tidak mendapatkan saluran eksistensi, ekspresi, dan lapangan 

pekerjaan yang memadai. 

Saat ini, diskursus bonus demografi Indonesia perlahan digantikan 

oleh wacana tentang generasi milenial yang secara substantif memiliki 

esensi yang sama tentang kondisi kependudukan Indonesia. Mayoritas 

penduduk Indonesia pada usia produktif ini dikatakan sebagai generasi 

milenial yang dicirikan antara lain sebagai generasi yang lahir dan besar di 

tengah penggunaan kecanggihan, kepraktisan, serta kemudahan dari 

teknologi informasi, komunikasi, dan multimedia. 

Generasi milenial setiap hari berhadapan dengan arus informasi dari 

segala penjuru dunia melalui gawai dan jaringan media sosial. Di satu sisi, 

hal ini membuat mereka tidak canggung dan lebih egaliter dalam berdiskusi 

untuk mengetahui banyak hal. Namun di sisi lain, terdapat bahaya yang 

nyata yaitu kendala teknologi untuk menyaring aspek negatif di internet, 

mulai dari bahasa yang kurang patut, manipulasi akun, pornografi, ujaran 

kebencian, berita bohong (hoax), hingga muatan adu domba bernuansa 

SARA yang digunakan untuk tujuan negatif. Terkait segenap permasalahan 

tersebut, sebenarnya ada lagi tantangan yang jauh lebih besar yaitu 

terbukanya era Revolusi Industri 4.0 yang akan menghapuskan ratusan 

ribu tugas, fungsi, dan pekerjaan manual dengan mesin dan kecerdasaan 

buatan. 

Berdasarkan karakteristik dan tantangan pada generasi milenial 

inilah, maka implementasi Aksi Nasional Bela Negara senyata-nyatanya 

perlu memanfaatkan teknologi, khususnya media sosial, sebagai saluran 

wajib pada segala tataran. Kegemaran generasi muda akan hal-hal yang 

harus selalu baru, merupakan ciri tak terelakkan akibat derasnya arus 

informasi melalui media berbasis internet.  

Pemanfaatan media sosial dengan demikian tidak hanya memerlukan 

kreatifitas, namun juga energi dan kecepatan untuk selalu memutakhirkan 

konten dan merespon interaksi publik. Konten dan muatan yang 

dikembangkan juga harus terus dikemas secara kekinian, kreatif, dan 
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atraktif mengantisipasi tren yang sedang berkembang sehingga mengena 

dan melekat di hati dan alam berpikir generasi muda.  

Cara terbaik dalam melakukan hal ini tentunya bukan dengan 

mengunggah foto seremonial dan komunikasi satu arah dalam akun media 

sosial. Generasi muda harus menjadi subyek aksi nyata, khususnya yang 

berpengaruh di media sosial, yang telah lebih dahulu mengikuti proses 

berdasarkan minat dan kemauan mereka. Hal ini sejalan dengan ciri 

generasi muda yang lebih mantap menyerap ilmu melalui pengalaman 

praktis di lapangan daripada pengajaran dalam ruangan dengan sistem 

kelas. Praktik ini pula yang diharapkan akan menghijrahkan bangsa kita 

dari konsumen pengguna menjadi produsen dan pengendali teknologi 

untuk mampu melintasi era Revolusi Industri 4.0. 

Penting diperhatikan bahwa kegemaran generasi muda akan hal-hal 

yang baru terbukti tidak hanya mendorong aktifitas bepergian ke berbagai 

pelosok Nusantara maupun mancanegara, namun juga mendorong inisiatif 

penggalian kembali nilai-nilai budaya dan sejarah. Dengan demikian, hobi 

generasi muda bepergian ke mancanegara sebenarnya berpotensi menjadi 

modal diplomasi kepentingan nasional bangsa Indonesia sebagai warga 

dunia (kosmopolitan). Hobi ini juga sekaligus menjadi kekuatan 

kebhinnekaan bangsa dengan peningkatan interaksi antar sesama warga 

bangsa melalui perjalanan dan kunjungan wisata antar daerah. Melalui 

perjalanan-perjalanan mereka, generasi muda mengetahui banyak bangsa 

lain justru semakin memegang teguh jati diri kebangsaannya di tengah arus 

teknologi. Demikian pula, dalam menggali nilai-nilai sejarah bangsa yang 

belum mereka ketahui sebelumnya, generasi muda juga mendapati banyak 

anak bangsa di daerah yang belum terpengaruh teknologi justru memiliki 

kearifan dan keunggulan lokal yang lebih selaras dengan alam dan 

lingkungan hidup. 

Hal yang disampaikan di atas sebenarnya merupakan contoh Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 

(SDGs). SDGs berlaku sebagai penyeimbang bagi teknologi disruptif dan 

kecerdasan buatan yang sangat tergantung peralatan impor dan energi 

listrik. Dengan SDGs, pembangunan di bidang apapun harus 

mengutamakan inklusifitas dan bukan efisiensi matematis semata. Pada 
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gilirannya, kesenjangan apapun yang masih terjadi dalam pembangunan 

nasional dapat semakin dijembatani. Sebagai contoh menonjol, 

kesenjangan antara investor pertambangan dan perkebunan dengan 

masyarakat adat, hingga kesenjangan wilayah seperti antara Indonesia 

Barat dan Indonesia Timur dapat semakin terjembatani dengan penerapan 

SDGs, yang sangat selaras dengan Aksi Nasional Bela Negara.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di 

seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan 

pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong 

budidaya pertanian yang berkelanjutan.
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3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan 

 
 
 

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong 

kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di 

segala umur. 

 

4. Pendidikan Berkualitas 

 

 

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas 

dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua 

orang. 

 

5. Kesetaraan Gender 
 
 

 

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 

kaum ibu dan perempuan. 

 

 

6. Air Bersih dan Sanitasi 

 

 

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan untuk semua orang. 

 

7. Energi Bersih dan Terjangkau 

 

Menjamin akses terhadap sumber energi yang 

terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern 

untuk semua orang.  

15 
 

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang 
Layak 

 

Mendukung perkembangan ekonomi yang 

berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta 

pekerjaan yang layak untuk semua orang. 

 

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 
 

Membangun infrastruktur yang berkualitas, 

mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan 

serta mendorong inovasi. 

 

10. Mengurangi Kesenjangan 

 

 

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah 

negara maupun di antara negara-negara di dunia. 

 

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas 

 

 

Membangun kota-kota serta pemukiman yang 

berkualitas, aman dan bekelanjutan. 

 

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab 

 

 

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola 

produksi. 
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13. Aksi Terhadap Iklim 

 

 

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim 

dan dampaknya. 

 

 

14. Kehidupan Bawah Laut 
 

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan 

kehidupan sumber daya laut untuk  

perkembangan yang berkelanjutan. 

 

 

15. Kehidupan di Darat 
 

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan 

keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, 

mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi 

tanah tandus serta tukar guling tanah. 

 

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian 

 

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat 

untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan 

akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk 

lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh 

kalangan. 

 

17.   Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 

 

Memperkuat implementasi dan menghidupkan 

kembali kemitraan global untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. 
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F. MENGHINDARI REDUPLIKASI DAN TUMPANG TINDIH PROGRAM 
Kesesuaian tugas pokok dan fungsi K/L serta kekhasan daerah dalam 

menerjemahkan Aksi Nasional Bela Negara sangat penting untuk 

diperhatikan. Sebagai contoh dalam hal ini dapat diilustrasikan pelibatan 

Kemenag dalam gerakan penghijauan nasional. Peran utama Kemenag 

dalam hal ini tidak perlu diterjemahkan sebagai pengadaan pohon dan 

peralatan tanam. Adapun yang terutama dapat dilakukan oleh Kemenag 

adalah mengembangkan pesan-pesan tentang keselarasan alam dan 

lingkungan hidup yang harus dimuat dalam program bimbingan 

keagamaan bagi masyarakat. Pesan-pesan ini kemudian akan diberikan 

kepada masyarakat melalui wadah-wadah organisasi dan kegiatan 

keagamaan yang ada di masyarakat sehingga mendukung gerakan 

penghijauan nasional. 

Perlu diperhatikan bahwa berbagai program aplikatif untuk 

menerjemahkan Aksi Nasional Bela Negara sesuai Inpres No. 7 Tahun 

2018 sebenarnya sudah terdapat di RKA-K/L masing-masing dengan 

nomenklatur yang mungkin berbeda, namun memiliki esensi yang sama. 

Perlu ditekankan bahwa bela negara bukanlah nomenklatur program 
yang terbatas pada tanggung jawab beberapa instansi/satuan kerja 
tertentu saja. Sebaliknya, segenap Rencana Kerja Pemerintah K/L dan 
Pemda sejatinya adalah perwujudan bela negara sesuai tugas dan 
fungsinya masing-masing. Dengan demikian, K/L dan Pemda cukup 

meningkatkan sinergi lintas sektoral dan dapat melakukan penyesuaian 

untuk menghindari terjadinya duplikasi konten/program. 
 

III. PERSEPSI ANCAMAN FAKTUAL DAN POTENSIAL 

Pada bagian ini akan diberikan penjelasan mengenai persepsi ancaman 

faktual dan potensial pada tiap-tiap gatra Wawasan Nusantara yang terbagi lagi 

menjadi ancaman militer dan non-militer, dilengkapi dengan penjelasan awal 

mengenai klasifikasi AGHT. Penjelasan mengenai persepsi ancaman diperlukan 

sebagai landasan penyelarasan arah dan gerak Aksi Nasional Bela Negara di 

segenap aspek kehidupan nasional. Perlu diperhatikan bahwa perincian 

persepsi ancaman faktual dan potensial di bawah ini mengacu kepada prioritas 

yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 2018. 
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tertentu saja. Sebaliknya, segenap Rencana Kerja Pemerintah K/L dan 
Pemda sejatinya adalah perwujudan bela negara sesuai tugas dan 
fungsinya masing-masing. Dengan demikian, K/L dan Pemda cukup 
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III. PERSEPSI ANCAMAN FAKTUAL DAN POTENSIAL 

Pada bagian ini akan diberikan penjelasan mengenai persepsi ancaman 

faktual dan potensial pada tiap-tiap gatra Wawasan Nusantara yang terbagi lagi 

menjadi ancaman militer dan non-militer, dilengkapi dengan penjelasan awal 

mengenai klasifikasi AGHT. Penjelasan mengenai persepsi ancaman diperlukan 

sebagai landasan penyelarasan arah dan gerak Aksi Nasional Bela Negara di 

segenap aspek kehidupan nasional. Perlu diperhatikan bahwa perincian 

persepsi ancaman faktual dan potensial di bawah ini mengacu kepada prioritas 

yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 2018. 
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A. KLASIFIKASI AGHT 

Sebagaimana telah digariskan dalam pemaknaan Ketahanan 

nasional di bidang hankam bahwa kondisi daya tangkal bangsa perlu 

dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat. Adapun kesadaran 

bela negara tersebut mengandung pula kemampuan mempertahankan 

kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Kemudian, 

menilik pembahasan yang telah dilakukan di bagian awal Modul 

Implementasi ini, telah diberikan berbagai contoh ancaman dimaksud. 

Adapun ancaman secara garis besar diklasifikasikan menjadi ancaman 

faktual dan ancaman potensial. Ancaman faktual adalah eskalasi tertinggi 

berupa ancaman itu sendiri atau ancaman yang telah mewujud secara 

nyata. Sementara itu, ancaman potensial mengandung eskalasi ancaman 

pada tingkat yang lebih rendah yang secara berurutan dari eskalasi 

tertinggi hingga terendah meliputi gangguan, hambatan, dan tantangan. 

Kesemuanya secara bersama dikenal sebagai AGHT. 

 
B. ANCAMAN NON-MILITER 

1. Bidang Demografi 
Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang demografi adalah 

kembalinya tendensi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 

dan persebaran penduduk yang timpang, termasuk kualitas penduduk 

terutama dari segi kesehatan yang rentan. 

 

2. Bidang Geografi 
Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang geografi terutama 

adalah tingginya tingkat kejadian bencana alam khususnya gempa, 

gunung meletus, dan tsunami akibat posisi Indonesia yang berada 

pada pertemuan lempeng tektonik dan rangkaian gunung api aktif. 

Selain itu posisi silang Indonesia yang strategis di antara dua benua 

dan samudera juga telah cukup sering memicu potensi konflik dan 

sengketa perbatasan. Namun demikian, terdapat pula ancaman 

potensial yang dapat timbul dari kegagalan memanfaatkan peluang 
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diplomasi dan ekonomi yang bisa diraih dari posisi silang Indonesia 

yang strategis ini. 

 

3. Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup 
Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang Sumber 

Kekayaan Alam (SKA) terutama adalah kerusakan lingkungan hidup 

akibat eksploitasi SKA yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti 

tidak hanya memicu bencana seperti kekeringan, banjir, dan longsor, 

namun juga konflik, kemiskinan, dan wabah penyakit. Selain itu, pola 

penggunaan energi khususnya listrik dan migas yang tidak terkendali 

juga dapat menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. 

 

4. Bidang Ideologi 
Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang Ideologi terutama 

adalah penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan 

Pancasila seperti komunisme, liberalisme, radikalisme, separatisme, 

dan hedonisme. Selain itu telah terjadi pergeseran norma-norma 

dalam masyarakat yang antara lain berdampak pada menurunnya 

rasa kebanggaan dan rasa memiliki sebagai bangsa Indonesia. 

 

5. Bidang Politik 
Ancaman faktual yang dihadapi di bidang Politik antara lain 

menguatnya politik identitas, kampanye hitam, nasionalisme sempit, 

pragmatisme politik, praktik politik uang, politisasi SARA, apatisme 

politik dan meningkatnya golongan putih (golput). Selain itu juga 

terdapat potensi gangguan terhadap netralitas aparatur negara 

khususnya TNI, Polri, dan ASN dalam politik. Pada akhirnya hal 

tersebut rawan mengakibatkan apatisme dan antipati masyarakat 

terhadap pembangunan demokrasi. Apabila hal ini dibiarkan berlarut 

tanpa penerapan hukum yang transparan, dan tanpa penegakan 

hukum yang tidak tebang pilih, maka cita-cita membangun kehidupan 

demokrasi yang bersendikan musyawarah mufakat dan gotong 

royong dapat berbelok kepada munculnya tirani minoritas dan diktator 

mayoritas. 
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6. Bidang Ekonomi 
Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang Ekonomi dapat 

dikatakan merupakan ancaman yang bertahan lama seperti 

kemiskinan, lapangan kerja, hingga rendahnya minat kewirausahaan 

masyarakat. Pada tataran ekonomi makro, ancaman yang dihadapi 

berupa kebocoran anggaran pembangunan hingga efektifitas dan 

efisiensi pendapatan dan belanja negara. Pada tataran ini terdapat 

pula aspek eksternal yang harus dihadapi berupa kerentanan 

stabilitas moneter akibat spekulasi perdagangan valuta asing. 

 

7. Bidang Sosial Budaya dan Teknologi 
Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang sosial budaya 

terutama adalah pelunturan identitas nasional dan semangat 

kebhinnekaan yang dicederai adanya manipulasi SARA. Hal ini telah 

banyak menimbulkan konflik komunal/horizontal dan mengorbankan 

rakyat, khususnya generasi muda yang umumnya mudah 

terpengaruh karena permasalahan sosial ekonomi. Termasuk di 

dalam gatra sosial budaya yaitu elemen IPTEK yang menghadapi 

ancaman faktual berupa penyalahgunaan teknologi informasi untuk 

berbagai tindak kejahatan/serangan siber, penipuan, penyebaran 

kabar bohong/provokatif (hoax), ujaran kebencian. Kenyataannya, 

sebagian besar masyarakat Indonesia hanyalah pengguna dan 

konsumen teknologi semata. Sementara, banyak potensi IPTEK anak 

bangsa yang dapat mencegah ketergantungan dan penguasaan 

teknologi oleh asing masih luput dari dukungan para pemangku 

kepentingan. 
 

C. ANCAMAN MILITER 
Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang militer atau gatra 

pertahanan keamanan (hankam) terutama terkait dengan ancaman yang 

muncul dari bidang lain di luar bidang militer. Ancaman dari bidang lain ini 

khususnya berupa ancaman faktual berupa konflik dan perkembangan 

ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ancaman non-militer 
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demikian tidak dapat dihadapi dengan kekuatan senjata semata, melainkan 

harus dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas personel. Namun 

demikian terdapat pula ancaman faktual yang menonjol lainnya berupa 

separatisme dan pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI yang kini semakin 

menuntut daya diplomasi pertahanan Indonesia. Adapun ancaman 

potensial berupa invasi/agresi militer negara asing tetap merupakan 

ancaman yang tidak boleh dikesampingkan dalam masa apapun. Ancaman 

invasi/agresi militer negara asing menuntut kesiapan implementasi 

Sishankamrata dan Strategi Perang Berlarut untuk menghadapinya. 
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V. PENUTUP 
Kelangsungan hidup NKRI menuju terwujudnya cita-cita bangsa akan 

terjamin dengan kesadaran bela negara yang kuat yang diikuti dengan 

implementasi bela negara oleh setiap warga negara dalam mengantisipasi dan 

mengatasi berbagai bentuk AGHT, serta dalam upaya memperkokoh Ketahanan 

Nasional, baik dalam aspek demografi, geografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial 

budaya, teknologi maupun aspek pertahanan keamanan 

Modul II Implementasi Bela Negara ini hadir sebagai panduan untuk 

menjembatani Modul I Konsepsi Bela Negara bagi K/L dan Pemda guna 

menyusun Modul Khusus dan program aksi sesuai dengan spesifikasi tugas dan 

fungsi masing-masing K/L, serta Pemda dengan kekhasan daerah masing-

masing. 

Kemampuan melihat dan memahami perkembangan zaman, serta 

menganalisis bentuk-bentuk ancaman, baik bentuk nonmiliter maupun militer 

berikut ancaman faktual dan ancaman potensial sifatnya penting bagi 

optimalisasi implementasi bela negara yang ruang lingkupnya sangat luas. Oleh 

karena itu, keberhasilan dari aksi bela negara sebagai suatu gerakan nasional 

sangat tergantung kepada peran semua pihak untuk ikut serta sesuai dengan 

profesi dan kemampuan masing-masing untuk berbuat yang terbaik di 

lingkungannya dan area publik dalam rangka upaya bela negara. 

.  
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